
 
 

WALI KOTA PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN 

NOMOR       8A       TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029 

 

WALI KOTA PEKALONGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi terjadinya 

bencana alam diperlukan upaya yang 

dilakukan secara sistematis, terpadu, 

terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga 

dibutuhkan perencanaan Penanggulangan 

Bencana yang menjadi salah satu dasar 

pembangunan daerah; 

  b. bahwa Perencanaan Penanggulangan Bencana 
di susun dengan memperhatikan perlindungan 
kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan 

dampak bencana; 
  c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b 
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Rencana Penanggulangan 
Bencana Tahun 2024 - 2029; 

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa 

Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 

40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 



 

  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang – 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

perubahan Kedua Atas Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA 

PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2029. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai Unsur Penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi Kewenangan Daerah. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan. 

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat 

BPBD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan 

penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah. 

5. Bencana  adalah  peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  yang  mengancam  

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

6. Penanggulangan Bencana (disaster management) adalah upaya yang 

meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya 

bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap 

darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. 

 

 

 



 

7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana   adalah   serangkaian   upaya 

pelaksanaan Penanggulangan Bencana mulai dari tahapan sebelum 

bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan 

secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. 

8. Kajian   Risiko   Bencana   adalah   mekanisme   terpadu   untuk   

memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah 

dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan Kapasitas  

daerah dalam bentuk tertulis dan peta. 

9. Kapasitas  (capacity) adalah penguasaan sumber-daya, cara dan 

ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan 

mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, 

menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan 

diri dari akibat bencana. 

10. Data dan Informasi Bencana Indonesia selanjutnya disebut DIBI adalah 

sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data 

bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik 

bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar.terdapat banyak 

faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana. 

11. Forum   Pengurangan   Risiko   Bencana   adalah   wadah   yang   

menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam 

mendukung upaya upaya pengurangan risiko bencana (PRB). 

12. Kerentanan   (vulnerability)   adalah   tingkat   kekurangan   kemampuan   

suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, 

dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan 

sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan 

oleh berbagai penyebab. 

13. Kesiapsiagaan  (preparedness)  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  

dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta 

melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

14. Korban  Bencana  adalah  orang  atau  kelompok  orang  yang  menderita  

atau meninggal dunia akibat bencana. 

15. Mitigasi (mitigation) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi 

risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

16. Mitigasi fisik (structure mitigation) adalah upaya dilakukan untuk 

mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau 

meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan 

membangun infrastruktur. 



17. Mitigasi non-fisik (nonstructure mitigation) adalah upaya yang dilakukan 

untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ 

atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan 

meningkatkan Kapasitas  pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi 

bencana. 

18. Pemulihan   (recovery)   adalah upaya   mengembalikan   kondisi   

masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena 

bencana melalui rehabilitasi. 

19. Prosedur   Operasi   Standar   adalah   serangkaian   upaya   terstruktur   

yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, 

dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana. 

20. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana adalah  Unsur  

Pelaksana  Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang 

bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan 

sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. 

21. Rehabilitasi  (rehabilitation)  adalah  perbaikan  dan  pemulihan  semua  

aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai 

pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi 

atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan 

masyarakat pada wilayah pasca bencana. 

22. Rekonstruksi (reconstruction) adalah pembangunan kembali semua 

prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik 

pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama 

tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, 

tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat 

dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca 

bencana. 

23. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan 

rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu 

tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah 

diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi. 

24. Risiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 

bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, 

luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan 

atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 

25. Peringatan dini (early warning) adalah upaya pemberian peringatan 

sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya 

bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 



26. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan 

oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi 

badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. 

27. Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029 yang selanjutnya 

selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan Penanggulangan 

Bencana untuk jangka waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 

28. Tanggap Darurat (emergency response) bencana adalah upaya yang 

dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani 

dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, 

evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, 

perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan 

prasarana dan sarana. 

29. Pencegahan  (prevention)  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  

mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana. 

 

BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Maksud disusunnya RPB sebagai pedoman perencanaan yang bersifat lintas 

sektor dalam Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan Pemerintah 

Daerah. 

 

Pasal 3 

Tujuan RPB agar: 

a. pelaksanaan Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan dengan lancar, 

tertib, terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 

b. mewujudkan keterpaduan arah kebijakan penyelenggaraan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Provinsi. 

 

BAB III 

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA 

 

Bagian Kesatu 

Jangka Waktu Perencanaan 
 

Pasal 4 

(1) RPB ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dari Tahun 2025 

sampai dengan Tahun 2029. 

 



 

Bagian Kedua 

Sistematika  

 

Pasal 5 

(1) RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

a. Bab I  Pendahuluan; 

b. Bab II  Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah; 

c. Bab II  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 

d. Bab IV Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program; 

e. Bab V  Rencana Aksi Daerah; 

f. Bab VI Pemaduan Pengendalian dan Evaluasi; dan 

g. Bab VII Penutup. 

(2) Uraian mengenai RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Wali Kota ini. 

(3) Uraian mengenai RPB Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) dijadikan sebagai dokumen acuan dalam kegiatan 

Penanggulangan Bencana di Daerah baik pada saat pra bencana, tanggap 

darurat maupun pasca bencana. 

 

BAB IV 

PENDANAAN 

 

Pasal 6 

Pendanaan pelaksanaan RPB yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini 

dibebankan pada: 

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan  

b. sumber pembiyaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pasal 7 

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing 

instansi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam 

instansi yang bersangkutan. 



(2) Gugus tugas pelaksanaan RPB melakukan monitoring secara berkala, 

minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana di Daerah. 

(3) Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan RPB 

secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi 

mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan msing-masing instansi 

dan hasil mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh gugus 

tugas. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Pekalongan. 

 

 Ditetapkan di Pekalongan 
Pada tanggal 17 Maret 2025 
 

  
 

                               

        
   

 
 

 

 
 

 
                

 

 

 

 
 

 
 

 
 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  

 
 

 
    ADAM MUHAMAD, S.H 
              Pembina 

NIP. 19790407 200902 1 004 
 

WALI KOTA PEKALONGAN,

  TTD

STEMPEL
  ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID 

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN

  TTD
STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 8A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


